PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

HEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR © 470/ 021, /SK/DKPS-PS/1-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEFALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a.  bahwa untuk mempermudah penvelenggaraan administrasi
kependudukan dalam melakukan pemeliharaan dan
pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
berbasis tcknologi  informasi  uniuk  kepentingan  pelaksanaan
urusan Admimstrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan,
perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, perlu  menetapkan Keputusan HKepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat S Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacrah Otwnom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumalera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25|, jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1057
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) o
Undarg-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4355):

+. Undang-Undang Nomor 1|5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
FPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan [Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indopesin Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63549);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negarm Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namer 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 (enlang
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang
Pmberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun
2011 tentang Penvelenggeraan Administrasi  Kependudukan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daecrah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupsaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016

lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Daecrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun
2019 tentang Anggaran DPendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang

Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Fesisir Selatan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pelaltsanaan uruasan Administmsi Kependudukan di Kabupaten
Pesisir Selatan;

Peraturan Bupat Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tcntang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaan 2020,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kepurusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan ini

Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunvai tugas-tugas sebagali berikut :

a. Menvusun dan melaksanakan kebijakan dan langkah strategis untuk
menjaga keamanan Database dan kinerja serta pengembangan
Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten
Pesisir Selatan;

b, Melakukan dan menjaga proses sinkronisasi Database Kependudukan
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Database Kependudukan Nasional,

Memastikan kinerja  Aplikass  Sistem  Informasi Administrasi
Kependudukan wuntuk konsolidasi data, biometrik dan layanan
dokumen kependudukan;

d. Menyvusun pelaporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan:

Segala biave vang ditimbulkan akibat dikeluarkannva keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjn Dacrah (APBD)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ksbupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020,

3

Keputusan ini mulai berlaku pada tangzal ditctapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2020

KLPH.L.“I. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

N PESISIR SELATAN,




LANPIRAN : HEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN FENCATATAN BIFIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 470/ O] fSK/DKPS-PS/I-2020
TANGGAL Jamuan 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENOELOLA SISTEM INFORMAS] ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NO NAMA FEJABAT LAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
- =
Hrepala Dinas Hependudukan dan Pencatatan Sipd
1 |EVAFAUZA YULIASMAN, SE M. 5i Ka) Peinir Sel Supervisar Perizinan
Kepala Bidang Pengelolaan Informas Adminisrrasi |
- Hependudukan dan Pemaminatan Data pada Dinas i =
N .8, : r
2 |SARTONI NURSALIM, S.Kem b dost P o D) Kabapatess Supervisor Aplikines
Pesisir Selatan
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi
3 | HAYATUL FITRI, 5.Kam Hependudukan pada [MNoas Keprnduduksn dam Supervisor [atabase |
Pencataran Sipi! Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala Selsi Kerjasama dan Inovasi Pelayansn
4 |AKTON MAHENDRA AMRASH, MM pada Dinas Kependudulan dan Pencatatan Sipdl Helpdesk
Habupaten Pesinic Selatan
Kepala Sebsi Pengelah dan Penynji Data
5 |YUSMARDIANTO, SH, MM Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Helpdesk
Prowcatatan Sipil Kabupaten Pesisir Sclatan
& |HENGKI PRATAMA PUTRA MI. | Cinss “"‘W""F g“’"“‘l G Fearomatan, Sipll Adsninistrstor Datnimse SIAK
7 |HERU MALZ HARPENDI, S.Kom *“rrf*l_"t:““’f‘!d“"“! ! M ST Waatan, S50 Administrator Data Warehouse
8 |HAMDANL,S. Pd.M.Pd Stal Dinas Kependudulamn dan Pencaintan Sipil Teknisi Prrongkat Keras &
. Kabupaten Pesisir Selatan Peranghkat Lutiak
|
Sl ipi
o |PRIMA ADITYA MASRIL i mﬁmwd:uhml denleocsisn ol Lo Jaringasn Komunikesi Duta |
Kabupaten Pesisir Selatan Operator Konsclidasi
Stafl Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip
11 | PALRIANTO ipil ;
Kabuparer Pesinir Solatan Operator Konsalidas:

PENDUDLIKAN DAN PENCATATAN ?LL
ATEN PESISIR SELATAN,
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